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Lampiran 1 

LEMBAR PENJELASAN UNTUK RESPONDEN 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Saya 

Wafika Aziza Nasir, Mahasiswa Program Magister Administrasi Kebijakan dan 

Kesehatan Universitas Hasanuddin bermaksud untuk meminta data/informasi 

kepada Bapak/Ibu terkait dengan penelitian tesis saya dengan judul “Analisis 

Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi 

Puskesmas Marusu Kabupaten Maros” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan 

standar pelayanan minimal di wilayah kerja Puskesmas Marusu Kabupaten. 

Penelitian ini bersifat sukarela. Saya selaku peneliti akan menjaga kerahasiaan 

identitas dan informasi yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu jika bersedia 

menjadi responden, sehingga saya sangat berharap Bapak/Ibu menjawab 

pernyataan dengan jujur tanpa keraguan. Jika Bapak/Ibu ingin jawaban yang 

diberikan tidak diketahui orang lain, maka wawancara singkat bisa dilakukan 

secara tertutup. 

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat 

responden ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya: sakit atau 

ada keperluan lain yang mendesak) maka responden dapat mengungkapkan 

langsung kepada peneliti. Hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi saya 

(Wafika Aziza Nasir/0853-9525-3689). 

 

Maros,       30   Juli   2023 

Peneliti, 

 

Wafika Aziza Nasir, SKM 

(No. Hp 0853-9525-3689) 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2 

 

Informed Consent 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN 

 

Penelitian ini mengenai “Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan 

Minimal Penyakit Hipertensi di Wilayah Puskesmas Marusu” 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :  

Jabatan  :  

Jenis Kelamin   :  

Umur  :  

Alamat ; 

No Telpon : 

 

Semua penjelasan terkait maksud dan tujuan penelitian ini telah 

disampaikan oleh peneliti. Dengan ini, saya menyatakan bersedia untuk 

berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wafika 

Aziza Nasir (K052212004) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Hasanuddin. Wawancara yang dilakukan akan direkam melalui handphone.  

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa 

pemaksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

Maros,   Juli   2023  

 

              Partisipan 
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Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit 

Hipertensi di Puskesmas Marusu Kabupaten Maros 
 
 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 

Umur  : 

Jabatan   : Kepala Puskesmas Marusu, PJ PTM Puskesmas 

Marusu, dan Petugas Pelaksana Program 

Pendidikan terakir  : 

Kode Informan  : 

Tanggal wawancara  : 

B. PERTANYAAN 

1. Komunikasi  

a. Transmisi 

1) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan SPM Hipertensi yaitu 

PP No 2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 2019 ? 

Apakah melalui rapat atau kegiatan sosialisasi?  

Kapan diadakan?  

Dimana diadakan?  

Pembahasannya mengenai apa ? 

 

 



 
 

 

 

b. Kejelasan  

1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang SPM Hipertensi dan 

Petunjuk Teknis Pelaksanaanya ? (PP Nomor 2 Tahun 2018 dan 

PMK No 4 Tahun 2019 tentang Juknis Pelaksanaan SPM ) 

Apa itu SPM Hipertensi ?  

Apa isi dari kebijakan tersebut?  

2. Sumber Daya 

a. Staf 

1) Berapa jumlah staf di puskesmas ? dan Berapa orang staf atau 

tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kebijakan SPM Hipertensi di Puskesmas? 

Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mengenai jumlah staf dalam 

pelaksanaan SPM Hipertensi di Puskesmas ? 

Apakah jumlah staf tersebut sudah cukup?  

Jika kurang SDM bagian apa yang kurang?  

b. Fasilitas  

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana 

dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ? 

2) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai dana dalam pelaksanaan 

kebijakan SPM Hipertensi ini ? 

 



 
 

 

 

3. Disposisi  

a. Sikap 

1) Bagaimanakah respon Bapak/Ibu dalam melaksanakan standar 

pelayanan minimal hipertensi? 

Apakah Bapak/Ibu melaksanakan kebijakan ini dengan komitmen 

yang tinggi? 

b. Intensif  

1) Apakah Bapak/Ibuk mendapatkan insentif ketika melaksanakan 

kebijakan SPM Hipertensi ? 

4. Struktur Birokrasi 

a. SOP 

1) Apakah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan 

Implementasi kebijakan SPM Hipertensi ? 

b. Fragmentasi 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembagian tugas dan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit 

Hipertensi di Puskesmas Marusu Kabupaten Maros 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 

Umur  : 

Jabatan   : Kabid P2PTM dan staf PTM 

Pendidikan terakhir  : 

Kode Informan  : 

Tanggal wawancara  : 

B. PERTANYAAN 

1. Komunikasi  

a. Transmisi 

1) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan SPM Hipertensi yaitu PP No 

2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 2019? 

Apakah melalui rapat atau kegiatan sosialisasi?  

Siapa yang mengadakan?   

Kapan diadakan?  

Dimana diadakan ?  

Pembahasannya mengenai apa ?  

2) Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan kebijakan tersebut kepada 

puskesmas di wilayah kerja Dinkes Maros? 



 
 

 

 

b. Kejelasan  

1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang SPM Hipertensi dan Petunjuk 

Teknis Pelaksanaanya ? (PP Nomor 2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 

2019) 

Apa itu SPM Hipertensi ? 

Apa isi dari kebijakan tersebut?  

2. Sumber Daya 

a. Staf 

1) Berapa jumlah staf pada bidang P2P? 

Berapa jumlah staf yang bertanggung jawab dalam pelaksaan SPM 

Hipertensi?  

Apakah jumlah staf tersebut sudah cukup?  

b. Fasilitas  

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana dalam 

pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ? 

Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di Dinkes?  

Apakah sarana dan prasarana sudah cukup ? 

2) Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai mengenai dana dalam 

pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ini? 

 

 

 



 
 

 

 

3. Disposisi  

a. Sikap 

1) Bagaimanakah respon Bapak/Ibu dalam melaksanakan kebijakan SPM 

Hipertensi tersebut? 

b. Intensif  

1) Apakah Bapak/Ibuk pelaksana kebijakan SPM Hipertensi di Dinkes 

mendapatkan insentif ? 

4. Struktur Birokrasi 

a. SOP 

1) Apakah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan 

Implementasi kebijakan SPM Hipertensi ? 

b. Fragmentasi 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembagian tugas dan tanggung jawab 

dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit 

Hipertensi di Puskesmas Marusu Kabupaten Maros 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 

Umur  : 

Jabatan   : Pasien Hipertensi 

Pendidikan terakhir  : 

Kode Informan  : 

Tanggal wawancara  : 

B. PERTANYAAN 

1. Komunikasi  

a. Transmisi 

1) Apakah pernah petugas puskesmas datang ke rumah atau 

kampung Bapak/Ibu untuk meberitahu tentang penyakit hipertensi?  

jika pernah kapan?  

Apa yang disampaikan? 

b. Kejelasan  

1) Apakah Bapak/Ibu memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak/Ibu 

petugas puskesmas? 

2) Apakah petugas puskesmas menjelaskan pemeriksaan apa yang 

harus Bapak/Ibu lakukan untuk mengetahui apakah memiliki 

kemungkinan menderita penyakit Hipertensi? 



 
 

 

2. Sumber Daya 

a. Staf 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai petugas di 

Puskesmas?  

Apakah bapak/ibu merasa cukup dengan jumlah dokter ataupun 

tenaga puskesmas ketika berobat?  

Apakah pernah ketika berobat tidak ada dokter atau tenaga 

kesehatan di puskesmasn? 

b. Fasilitas  

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana 

dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MATRIKS HASIL WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF ANALISIS IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYAKIT HIPERTENSI DI PUSKESMAS 

MARUSU KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 
 

1. Komunikasi 

a. Transmisi 

1) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan SPM Hipertensi yaitu PP No 2 Tahun 2018 dan PMK 

No 4 Tahun 2019? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Iya tau, semuanya dari rapat, dari 
sosialisasi, ee.. dari workshop dan lain-
lain.. eee yang mengadakan dari pusat, 
dari provinsi kabupaten sendiri.. biasanya 
diadakan kadang daring, kadang juga 
disini” (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM 
Dinkes Kab. Maros). 

Pesan kebijakan 
melalui berapa 
tingkatan birokrasi 
menuju implementor 
sehingga penyaluran 
komunikasi yang baik 
akan mencegah 
terjadinya kesalah 
pahaman dalam 
penyampaian pesan 
kebijakan sehingga 
dapat dihasilkan 
implementasi 
kebijakan yang baik 
(Agustiono, 2017). 
Oleh sebab itu 
kebijakan SPM 

Transmisi kebijakan 
mengenai SPM 
Hipertensi telah 
ditransmisikan secara 
internal berdasarkan 
hierarkinya namun 
transmisi kebijakan 
secara eksternal 
terhadap sasaran belum 
di dilakukan dengan 
baik oleh Puskesmas 
Marusu 

2. “Kalau peraturan ini biasanya dari rapat 
atau workshop yang diadakan dari pusat, 
ee kalau ada yang belum saya pahami, 
biasa saya tanyakan ke penanggung 
jawab atau lihat pedoman” (LNA, 38 Thn, 
Penanggung Jawab PTM Dinkes Kab. 
Maros). 

3. “Melalui rapat pertemuan yang diadakan 
sama Dinas Kesehatan” (ISK, 39 Thn, 
Kepala Puskesmas Marusu). 

Lampiran 3 



 
 

 

4. “Dari rapat sama pedoman yang di kasih 
dari Dinkes” (NFA, 49 Thn, Penanggung 
Jawab Program PTM di Puskesmas 
Marusu) 

Hipertensi harus 
sampai kepada 
seluruh implementor 
secara berjenjang dan 
termasuk sasaran dari 
kebijakan tersebut 

5. “Melalui rapat, diadakan di Dinkes oleh PJ 
PPT dua kali dalam setahun” (PTA, 27 
Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas 
Marusu). 

 
2) Bagaimana cara implementor mentransmisikan kebijakan SPM yang terdapat dalam PMK Nomor 4 

Tahun 2019? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Disampaikan ke puskesmas juga kadang 
rapat, kadang juga sosialisasi, melalui 
grub WA juga.” (RSN, 45 Thn, Kabid 
P2PTM Dinkes Kab. Maros). 

Pemerintah dapat 
mentransmisikan informasi 
terkait kebijakan dengan 
menggunakan sarana yang 
disebut komunikasi 
pemerintah. Komunikasi 
pemerintah dapat 
dilakukan dengan 2 cara 
yaitu internal dan ekternal. 
Transmisi kebijakan secara 
internal dilakukan oleh 
pemerintah di dalam 
lingkungan organisasinya 
baik secara vertikal atau 
orizontal pada struktur 
birokrasi 

Sosialisasi 
dilakukan melalui 
rapat pertemuan, 
daring melalui grub 
whatsapp, enerusan 
informasi tersebut 
tidak dilaksanakan 
oleh Puskesmas 
marusu ke 
masyarakat. 

2. “Kalau peraturan ini biasanya dari rapat” 
LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM 
Dinkes Kab. Maros). 

3. “Penyampaiannya melalui rapat 
pertemuan SPM setiap bulan ” (ISK, 39 
Thn, Kepala Puskesmas Marusu). 

4. “Melalui rapat. Disampaikan sama kapus” 
(NFA, 49 Thn, Penanggung Jawab 
Program PTM di Puskesmas Marusu).  

5. “Melalui rapat pertemuan” (PTA, 27 Thn, 
Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu). 



 
 

 

6 “Kalau di rumah tidak pernah ada 
sosialisasi dari puskesmas, biasa 
langsung ja ke puskesmas.. ee di 
puskesmas pi baru dikasih tau ”(RSM, 42 
Thn, Pasien hipertensi) 

  

 
b. Kejelasan 

1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui SPM Hipertensi dan petunjuk teknis pelaksanaannya (PMK Nomor 

4 Tahun 2019) ? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Terkait SPM yang wajib dilakukan di 
daerah. Untuk targetnya harus 100%, jadi 
semua 12 indikator itu harus 100%.(RSN, 
45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan 
kab. Maros). 

Suatu kebijakan 
disampaikan secara 
jelas kepada 
implementor apabila 
informasi yang 
diterima oleh para 
pelaksana kebijakan 
jelas dan tidak 
membingungkan. 
Kejelasan informasi 
mengenai tujuan, 
sasaran, dan arah 
pelaksanaan 
kebijakan dibutuhkan 
oleh implementor 
untuk mengerahkan 
pelaksanaan 

Informasi mengenai 
kebijakan SPM DM 
belum dipahami secara 
menyeluruh pleh 
implementor. Pasien 
Hipertensi di 
Puskesmas Marusu 
sudah mengetahui apa 
itu penyakit Hipertensi 

2. “SPM Hipertensi itu kita lakukan scrining ke 
penderita Hipertensi dengan melakukan 
pemeriksaan tekanan darah, seluruh SPM 
100%, kalau ada apa ee… penderita 
hipertensi di puskesmas atau wilayah kerja 
puskesmas itu. Contohnya itu apa… 
puskesmas yang kau ambill Marusu, 
katakanlah 50 orang, jadi 50 orang itu 
haruss kita scrining, harus kita lakukan 
pemeriksaan berkala melalui pemeriksaan 
tekanan darah” (LNA, 38 Thn, Penanggung 
Jawab PTM Dinkes Kab. Maros). 



 
 

 

3. “SPM ituu…artinya wajib terlaksana, jadi 
capaiannya harus 100%. Tujuan ee… 
adanya SPM ini menyelamatkan 
masyarakat, ada beberapa penyakit yang 
harus ditangani termasuk penyakit 
Hipertensi”(ISK, 39 Thn, Kepala 
Puskesmas Marusu). 
 

kebijakan tersebut 
sesuai dengan hasil 
akhir yang ingin 
dicapai sesuai 
dengan konten 
kebijakan. 

4. “SPM hipertensi itu pelayanan kesehatan 
sesuai standar yang diberikan oleh 
penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, 
sebagai upaya pencegahan sekunder di 
wilayah kerja dalam kurung waktu satu 
tahun, isi kebijakannya itu tentang 
pemenuhan mutu pelayanan dasar pada 
SPM bidang kesehatan. Ini mi bagusnya 
dikeluarkan kebijakan karna memberikan 
kemudahan untuk pemerintah daerah 
dalam penyusun perencanaan 
pelaksanaan SPM ini”(NFA, 49 Thn, 
Penanggung Jawab Program PTM di 
Puskesmas Marusu). 
 

5. “Kalau pedoman ada, tapi isi kebijakannya 
ndakutau” (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di 
Puskesmas Marusu” 

6 “Hipertensi itu ee.. Darah tinggi (RSM, 42 
Thn, Pasien Hipertensi). 

 



 
 

 

2. Sumber Daya 

a. Staf 

1) Berapa jumlah staf pelaksana kebijakan SPM Hipertensi ? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Untuk SDM nya.. termasuk saya sebagai 
kabid hanya 2 orang, kalau SDM nya bisa di 
bilang itu sangat kurang”(RSN, 45 Thn, Kabid 
P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros). 

SDM menjadi sumber 
daya utama dalam 
implementasi kebijakan 
sehingga mereka harus 
kompeten, terampil, dan 
memiliki kemauan dalam 
melaksanakan tugas 
yang ditujukan oleh 
kebijakan tersebut (Awan, 
2016). Nugroho (2018) 
menyebutkan bahwa 
keterbatasan pembuat 
kebijakan ialah mereka 
kurang memperhatikan 
kemampuan sumber daya 
manusia sehingga 
banyak kebijakan publik 
yang baik namun, 
akhirnya tidak bisa 
dilaksanakan karena tidak 
didukung oleh 
ketersediaan SDM yang 
memadai. 

Implementor 
kebijakan SPM di 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten Maros 
berjumlah 2 orang 
dan Puskesmas 
Marusu berjumlah 
4 orang, namun 
masih perlu 
dilakukan penilaian 
beban kerja 
terhadap 
penanggung jawab 
program karena 
memiliki beban 
kerja yang ganda 
dimana 
bertanggung jawab 
terhadap beberapa 
program sehingga 
pelaksanaan 
program kurang 
maksimal 

2. “Tidak cukup” (LNA, 38 Thn, Penanggung 
Jawab PTM Dinas Kab. Maros) 

3. “Bagian penanganan SPM penanggung 
jawabnya 1, coba nanti tanyakan ke bidan uci 
sebagai penanggung jawab SPM, ku lupa i brp 
anggotanya. Kalau nda salah 2 atau 3 orang. 
Langsung mi tanya ke penanggung jawabnya 
biar lebih jelas” (ISK, 39 Thn, Kepala 
Puskesmas Marusu). 

4. “Untuk SDM yang bertanggung jawab 
pelaksanaan SPM 1 orang penanggung jawab 
3 orang anggota, itu saja masih kurang karna 
sasarannya 4999”(NFA, 49 Th, Penanggung 
jawab Program PTM di Puskesmas Marusu). 

5. “Masih kurang, karna kita disini. Saya saja 
sebagai pelaksana bukan hanya hipertensi, 
tapi saya merangkap juga ke DM, ODGJ, 
sama bagian pencatatan” (PTA, 27 Thn, 
Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu). 



 
 

 

b. Fasilitas 

1) Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan kebijakan SPM 

Hipertensi ? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Kalau apa namanya..klo hipertensi kan butuh 
hanya ee.. tensi meter, stetoskop juga ada, 
sama obat-obatan. Tapi kan kalau untuk di 
Dinkes untuk sarana dan prasarana itu tidak 
ada masalah, karna pelaksanaan SPM itu 
bukan di Dinkes, pelaksanaan SPM kan di 
Puskesmas. Kalau di Dinkes hanya 
manajemen. Jadi hanya butuh komputer, 
printer, kertas” (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM 
Dinas Kesehatan Kab. Maros).  

Fasilitas fisik 
menjadi faktor 
penting dalam 
implementasi 
kebijakan. 
Implementor bisa 
jadi telah memiliki 
staf yang 
mencukupi, paham 
dengan apa yang 
dilakukan dan 
mememiliki 
wewenang dalam 
melaksanakan 
tugasnya, namun 
apabila tidak 
terdapat fasilitas 
pendukung maka 
implementasi 
kebijakan tersebut 
tidak akan berhasil 
(Erwan, 2015). 

Fasilitas di Puskesmas 
Maros yang 
berhubungan dengan 
pelaksanaan SPM 
Hipertensi sudah 
memadai, terdapat 
beberapa perlengkapan 
dan peralatan seperti 
tensi meter, 
timbarangan berat 
badan, dan alat cek gula 
darah. 

2. “Untuk sarana dan prasarana di dinkes sudah 
cukup” (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab 
PTM Dinas Kab. Maros) 

3. “Peralatan pengecekan ee.. hipertensi itu 
tentu alatnya hanya tensi meter, timbangan 
berat badan ee.. itu saja kalau pemeriksaan 
hipertensi. Itu juga biasa kalau skrining 
sepaket ki. Ada pengecekan kolestrol, asam 
urat” (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas 
Marusu). 

4. “Klo alatnya cukup ji, kayak itu alat tensi 
meter, timbangan berat badan dan lain-lain 



 
 

 

lengkap smua ji” ”(NFA, 49 Th, Penanggung 
jawab Program PTM di Puskesmas Marusu). 

5. “ee... tensi meter, timbangan berat badan, 
lingkar perut sama alat untuk periksa gula 
darah, kolestrol dan asam urat. Pemeriksaan 
paket lengkap itu dilakukan setiap bulan. 
Karena itu diharuskan” (PTA, 27 Thn, 
Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu). 

6. “Fasilitas bagaimana, kalau berobat lengkapji 
peralatan dokternya” (RSM, 42 Thn, Pasien 
Hipertensi). 

 

2) Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai mengenai dana dalam pelaksanaan kebijakan SPM 

Hipertensi ini? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Seharusnya untuk SPM itu kan kewajiban 
daerah untuk membiayai, tapi itu sangat 
terbatas jadi kita biasanya berharap dari 
DAK atau BOK” (RSN, 45 Thn, Kabid 
P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros). 

Tanpa adanya 
anggaran maka 
berbagai program 
yang telah disusun 
untuk 
mengimplementasikan 
kebijakan tidak akan 
berjalan untuk 
mencapai tujuannya 
dana memegang 
peran yang sangat 
peting dalam 

Jumlah dana BOK 
`untuk kegiatan SPM 
Hipertensi dirasa belum 
mencukupi. Dana untuk 
pelaksanaan program 
ini sangat 
mempengaruhi capaian 
target SPM di 
Puskesmas Marusu 

2. “Di kabupaten tidak begitu memadai atau 
tidak cukup anggarannya. anggaran ini 
berasal dari dana BOK dananya dari pusat. 
Eee Sementara kemarin setelah pandemi 
arah kebijakan penggunaan dana BOK tidak 
berdasarkan keseluruhan kepada SPM, tapi 
ada pengalihan dananya ke penuntasan 



 
 

 

covid” (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab 
PTM Dinas Kab. Maros). 

pelaksanaan program 
tanpa dana suatu 
program tidak akan 
berlangsung. 

3. “Ada, dana BOK untuk jumlah tidak tahu 
pasti berapa, kayaknya itu belum cukup 
untuk melakukan program SPM di 
puskesmas”(ISK, 39 Thn, Kepala 
Puskesmas Marusu). 

4. “Dana itu di biayai BOK sebagai ee.. 
perjalanan dinasji, perjalanan dinas untuk 
kunjungan skrining, tranportasi ituji. Itu saja 
tidak cukup karena belum termasuk uang 
makan, dana itu sangat berpengaruh karna 
dalam melaksanakan program kalau 
dananya sedikit, misalnya kita dalam 
sebulan itu jalan ke 11 wilayah yang ada ee 
tapi karna dananya sedikit kita cuman bisa 
jalan 5 atau 6 wilayah. Jadi dana itu 
berpengaruh terhadap capaian target” (NFA, 
49 Th, Penanggung jawab Program PTM di 
Puskesmas Marusu). 

5. “Melalui dana BOK, yahh.. belum cukup” 
(PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di 
Puskesmas Marusu).  

 

 

 

 



 
 

 

3. Disposisi 

a. Sikap 

1) Bagaimanakah respon Bapak/Ibu dalam melaksanakan kebijakan standar pelayanan minimal 

penyakit Hipertensi ? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Yah SPM ini kan kewajiban. ada sangsi 
kepada kepala daerah yang tidak bisa 
memenuhi SPM ini…kita memaksimalkan 
SDM dan anggaran yang tersedia” (RSN, 45 
Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. 
Maros). 

Implementor harus 
memiliki kemauan 
dan dedikasi dalam 
melaksanakan 
kebijakan yang telah 
ditetapkan. Antusias 
pada pelaksanaan 
kebijakan akan 
diperlihatkan oleh 
implementor yang 
mau menjalankan 
kebijakan sehingga 
dapat mencapai 
tujuan kebijakan. 
(Erwan, 2015). 

Implementor 
terkendalapada SDM 
yang terbatas dan beban 
kerja ganda yang 
dilaksanakan sehingga 
mereka kesulitan dalam 
bekerja secara 
maksimal. 

2. “Wajib lah, tanggung jawab itu sesuai dengan 
kemampuan ya, semampu kita” (LNA, 38 Thn, 
Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros). 

3. “Ini kan standar pelayanan minimal, wajib 
didapatkan dalam masyarakat capaiannya aja 
100% berartikan sempurna” (ISK, 39 Thn, 
Kepala Puskesmas Marusu). 

4. “Iya harus lah.. kan kita di puskesmas ini kan 
tiang utamanya edukasi sama preventif” (NFA, 
49 Thn, Penanggung jawab Program PTM di 
Puskesmas Marusu). 

5. “Yah … Semampu ta saja, karena ini sudah 
menjadi tanggung jawab kita disini sebagai 
pelaksana” (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di 
Puskesmas Marusu). 

 



 
 

 

b. Intensif 

1) Apakah Bapak/Ibu mendapatkan insentif ketika melaksanakan kebijakan SPM Hipertensi? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Kalau untuk intensif tidak adaa, ee.. paling 
perjalanan dinas”  
 
(RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas 
Kesehatan Kab. Maros). 

Implementor yang 
cenderung tidak 
mendukung 
kebijakan dapat 
menghambat 
pelaksanan 
kebijakan itu sendiri. 
Salah satu cara 
untuk mengatasinya 
menurut George C. 
Edward III ialah 
dengan melakukan 
manipulasi insentif 
yang dapat 
mendorong 
implementor 
melaksanakan 
kebijakan dengan 
baik. 

Implementator tidak 
mendapatkan insentif 
khusus dalam 
pelaksanaan SPM 
Hipertensi. Implementor 
hanya menerima gaji 
yang memang 
dibayarkan setiap 
bulannya oleh 
pemerintah. 

2. “Tidak ada, Cuma uang perjalanan dinas luar”  
 
(LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas 
Kab. Maros). 

3. “Tidak ada insentif khusus ya, palingan kalau 
ke lapangan yah dikasih uang perjalananan 
dinas ji, kalau diluar itu tidak ada”  
 
(ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu). 

4. “Tidak ada, kalau melaksanakan kegiatan 
SPM ini kan ada namanya uang perjalanan, 
jadi hanya sebatas uang perjalanan dinas”  
 
(NFA, 49 Thn, Penanggung jawab Program 
PTM di Puskesmas Marusu). 

5. “Ndada kalau insentif. Hanya dalam bentuk 
gaji” 
 
(PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas 
Marusu).  



 
 

 

4. Struktur Birokrasi 

a. SOP 

1) Apakah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan implementasi kebijakan SPM 

Hipertensi? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “SOP ada, di puskesmas juga ada.. kalau 
untuk ee.. sejalan dengan PMK iya sejalan” 
(RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas 
Kesehatan Kab. Maros). 

Aspek struktur 
organisasi yang 
mempengaruhi 
implementasi kebijakan 
adalah SOP yang 
menciptakan kondisi 
kondusif dan 
terkoordinasi. 
Penyeragaman tindakan 
dalam melaksanakan 
kebijakan dapat dibantu 
dengan menggunakan 
SOP, sehingga 
menghindari 
pemborosan dan ketidak 
efisienan yang dapat 
menghambat 
keberhasilan 
implementasi kebijakan 
(Winarno, 2013) . 

Implementator telah 
memiliki SOP dalam 
pelaksanaan SPM 
hipertensi yang 
berisikan tentang 
penatalaksanaan 
dan pelaksanaan 
program SPM 
Hipertensi di 
puskesmas yang 
merujuk pada PMK 
No.4 Tahun 2019. 

2. “Untuk SOP ada, kita disini masing-masing 
beda job, kalau disini ke arah kebijakan 
sebagai konseptor di dinas kesehatan tentang 
penatalaksanaan SPM, kalau pelayanannya 
lebih banyak di puskesmas SOP nya. Kalaui 
di dinkes konsepnya hanya tatanan 
administrasi” (LNA, 38 Thn, Penanggung 
Jawab PTM Dinas Kab. Maros). 

3. “Ada, sama pemegang programnya di bidan 
uci, karna setiap kegiatan itu punya SOP, tidak 
ada yang tidak punya SOP dalam 
pelaksanaan program” (ISK, 39 Thn, Kepala 
Puskesmas Marusu). 

4. “SOP nya ada. Semua kegiatan ada SOPnya” 
(NFA, 49 Thn, Penanggung jawab Program 
PTM di Puskesmas Marusu). 

5. “Kalau SOP ada” (PTA, 27 Thn, Pelaksana 
PTM di Puskesmas Marusu).  



 
 

 

 

b. Fragmentasi 

1) Bagaimana pembagian tugas dan bertanggung jawab dalam plekasanaan kebijakan SPM 

Hipertensi? 

No. Emik Etik Kesimpulan 

1. “Bidang yang terkait dalam pelaksanaan SPM 
ini bidang saya sendiri P2PTM dan Keswa, 
terkait dalam pelaksanaann SPM…SK ada, kita 
disetiap bidang di buatkan SK” (RSN, 45 Thn, 
Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros). 

Fragmentasi 
bertujuan untuk 
membagi tanggung 
jawab setiap 
implementor yang di 
sesuaikan dengan 
bidangnya. Struktur 
birokrasi yang 
terfragmentasi akan 
menciptakan 
implementasi 
kebijakan yang lebih 
efektif karena 
dilaksanakan oleh 
organisasi yang 
kompeten sebab 
fragmentasi yang 
tidak baik akan 
berdampak dalam 
proses implementasi 
kebijakan (Agustino, 
2019). 

implementor di Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Maros dan Puskesmas 
Marusu telah 
terfragmentasikan 
secara jelas dan 
bertanggung jawab 
secara maksimal 
terhadap tugas dan 
tanggung jawabnya 
masing-masing. 

2. “Ada kabid, saya sebagai PJ untuk SPM dan 
dibantu 1 orang sukarela, SK PJ SPM ada yang 
dikeluarkan dari perencanaan” (LNA, 38 Thn, 
Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros). 

3. “SPM Hipertensi ini di bawah tanggung jawab 
program PTM ada Bidan uci sebagai 
penanggung jawabnya…SK ada” (ISK, 39 Thn, 
Kepala Puskesmas Marusu). 

4. “Yang bertanggung jawab dalam program SPM 
ini saya, ibu patimah sebagai perawat dan 
dokter, kalai penaggung jawab besar seluruh 
program ya kapus. Ya ada SKnya” (NFA, 49 
Thn, Penanggung jawab Program PTM di 
Puskesmas Marusu). 

5. “Kan PJ PTM itu Bidan uci, saya sebagai 
pelaksana saja, SK ada dari kapus” (PTA, 27 
Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu). 
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